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Visi, Misi, dan Sasaran 
Pembangunan RPJMN 2025-2029

01.



Visi RPJMN

2
Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029 Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Misi RPJMN
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029 Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



17 Program Prioritas 
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029 Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins)
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029 Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Sasaran Utama Pembangunan Nasional
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029 Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Kerangka Pikir RPJMN 2025 - 2029
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029 Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Pertumbuhan Ekonomi 8,0 Persen: Prasyarat
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029 Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Strategi Penurunan Kemiskinan                                               
dan Peningkatan SDM Berkualitas
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029 Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029





Prioritas Nasional

02.
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Memperkokoh Ideologi Pancasila
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Memperkokoh Demokrasi 
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Memperkokoh Demokrasi 
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Hak Asasi Manusia
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Kebutuhan Kerangka Kelembagaan dan Kerangka 
Regulasi dalam RPJMN 2025-2029
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

19
Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Swasembada Pangan
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional 
Merupakan Impelementasi dari program hasil terbaik cepat mencetak dan meningkatkan 
produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Swasembada Energi
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Swasembada Air
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Ekonomi Syariah
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Ekonomi Digital
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Ekonomi Hijau
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber 
Pertumbuhan Baru
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Rancangan Proyek Strategis
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Kebutuhan Kerangka Kelembagaan dan Kerangka 
Regulasi dalam RPJMN 2025-2029

29
Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Infrastruktur Berkelanjutan
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Infrastruktur Berkelanjutan
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Infrastruktur Berkelanjutan
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Infrastruktur Berkelanjutan
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Pendalaman Sektor Keuangan
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Produktivitas UMKM dan Koperasi
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Rancangan Proyek Strategis
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Rancangan Proyek Strategis
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Kebutuhan Kerangka Kelembagaan dan Kerangka 
Regulasi dalam RPJMN 2025-2029
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Pendidikan
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Pendidikan
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Kegiatan Prioritas Makan Bergizi di Sekolah dan Pesantren
Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Memberikan Makan Bergizi 
Gratis untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Kegiatan Prioritas Revitalisasi Sarana dan Prasarana 
Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas
Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Membangun 
Sekolah Unggul dan Revitalisasi Sekolah
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Kegiatan Prioritas Pembangunan dan 
Penyelenggaraan Sekolah Unggul
Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Membangun Sekolah 
Unggul dan Revitalisasi Sekolah

47
Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Kesehatan
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Kegiatan Prioritas Pemberian Makan Bergizi 
untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat MMemberikan Makan Bergizi 
Gratis untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Kegiatan Prioritas Penyelenggaraan 
Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan 
Gratis, Menuntaskan Kasus TBC, dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

Institusi Pengampu
1.Kementerian Kesehatan

Institusi Kontributor
1.Kementerian PPN/Bappenas
2.Kementerian Keuangan
3.Pemda dan FKTP

50
Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Kegiatan Prioritas Penuntasan TBC 
Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan 
Gratis, Menuntaskan Kasus TBC, dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Kegiatan Prioritas Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/
Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah 
Sulit Akses
Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, 
Menuntaskan Kasus TBC, dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

52
Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Keluarga, Perempuan, Anak, dan Pemuda
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Olahraga
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Kebutuhan Kerangka Kelembagaan dan Kerangka 
Regulasi dalam RPJMN 2025-2029
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



PPRRIIOORRIITTAASS  
NNAASSIIOONNAALL
Melanjutkan Hilirisasi dan 
Mengembangkan Industri 
Berbasis Sumber Daya Alam 
untuk Meningkatkan Nilai 
Tambah di Dalam Negeri

55
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



HHiilliirriissaassii  ddaann  IInndduussttrriiaalliissaassii

Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya 
Saing Industri Pengolahan

Tantangan:
• Penurunan rasio PDB industri pengolahan per PDB dari 

20,99% (2015) menjadi 18,5% (2024)
• Peringkat Competitive Industrial Performance Index 

Indonesia 5 tahun terakhir berada di bawah Vietnam, 
Thailand dan Malaysia

• Economic Complexity Index Indonesia peringkat ke-
64, tahun 2021 nilainya -0,09

• Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tidak 
menunjukan perubahan signifikan dalam 4 dekade 
terakhir. 

• 88,7% Tenaga Kerja Indonesia masih didominasi oleh 
unskilled labor dan hanya 18,6% lulusan pendidikan 
tinggi STEAM

Peluang:

• Cadangan bijih nikel terbesar ke-1 dunia 5,24 miliar ton

• Cadangan tembaga terbesar ke-7 dunia 20 juta ton 

• Cadangan bauksit terbesar ke-4 dunia 3,13 miliar ton

• Produksi CPO terbesar ke-1 dunia 49,7 juta ton 

• Produksi kelapa terbesar ke-2 dunia 2,87 juta ton 
• Produksi rumput laut terbesar ke-2 dunia 9,2 juta ton 

• Kontribusi PDRB industri pengolahan Sulawesi Tengah 
naik dari 5,87% di tahun 2014 menjadi 40,37% di tahun 
2023 pasca beroperasinya KI Morowali

• Tahun 2025-2030, 68% penduduk Indonesia berada di 
usia produktif yang dapat menjadi tenaga kerja 
terampil di sektor manufaktur.

• Hilirisasi industri berbasis mineral penting 
(nikel, tembaga, bauksit, dan timah)
Instansi Pelaksana: Kemenko Ekon, Kemenko 
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, 
Kemenperin, Kemen ESDM, Kemen Investasi 
dan Hilirisasi/BKPM, Kemen Hukum, Kemen 
HAM, Kemen Perdagangan, Kemen 
Lingkungan Hidup, Kemen Kehutanan, BRIN.
Indikasi Lokasi: Malut, Sulteng, Sulsel, Sultra, 
Jatim, Maluku, NTB, Papteng, Kalteng, Kepri, 
Sumut, Babel, Kalbar, Kaltara, Jabar, Jateng
Sumber Dana: APBN, Swasta, BUMN

• Pengembangan KI/KEK Prioritas
Instansi Pelaksana: Kemen Perindustrian, 
Kemenko Ekon, Kemen Perhubungan, Kemen 
PU, Kemen PKP, Kemen ATR/BPN, Kemen 
Lingkungan Hidup, Kemen Kehutanan, Kemen 
UMKM.
Indikasi Lokasi: KEK Arun Lhokseumawe, KEK 
Sei Mangkei, KEK Galang Batang, KEK Kendal, 
KEK JIIPE Gresik, KI Bintan Industrial Estate, KI 
Krakatau Industrial Estate Cilegon, KI Wilmar, 
KI Batang, KI Ketapang, KI Kalimantan 
Industrial Park Indonesia, KI VDNIP Konawe, KI 
Stardust Estate Indonesia, KI IHIP Huabao, KI 
IMIP Morowali, KI IWIP Teluk Weda
Sumber Dana: APBN, Swasta, BUMN

Pertumbuhan PDB Industri 
Pengolahan (%)

-**
(2029)

5,53 - 
6,18
(2025)

Nilai Tambah Industri 
Pengolahan (MVA) per kapita 
(Rp Juta)

-**
(2029)

9.170
,56
(2025)

Rasio PDRB Industri 
Pengolahan di Provinsi 
KI/KEK Prioritas terhadap 
PDB Industri Pengolahan (%)

48,57
(2029)

48,06
(2025)

Rasio PDB Industri 
Pengolahan (% PDB)

21,9*
(2029)

20,8*
(2025)

Target: 

Tantangan & Peluang Sasaran Utama Highlight Intervensi

Keterangan: *  akan diupdate kembali sesuai putaran FPP 

                    ** data dalam proses penghitungan

Hilirisasi dan Industrialisasi
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



KKoonneekkttiivviittaass  Backbone  ddaann  LLooggiissttiikk  

Menguatnya kinerja layanan konektivitas backbone 
dan Sistem Logistik Nasional untuk Mendukung 

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Tantangan:

• Belum optimalnya backbone integrasi 
ekonomi dan sistem logistik nasional 
terkait Infrastruktur terutama pada simpul 
utama (backbone) dan layanan konektivitas 
belum memadai.

• Infrastruktur terutama pada simpul utama 
(backbone) dan layanan konektivitas 
belum memadai.

• Daya saing SDM dan pelaku usaha dalam 
negeri di bidang logistik masih perlu 
ditingkatkan, salah satunya terkait 
pemanfaatan teknologi digital.

Peluang:

• Kekuatan Maritim sebagai modal dasar 

• Letak geografis strategis menghubungkan 
Benua Asia-Australia dan Samudera Hindia-
Pasifik

• Kerja sama bilateral, regional, dan global 
terkait penciptaan tata kelola maritim

• Penguatan Infrastruktur Konektivitas dan 
Sarana Penunjang Logistik
Instansi Pelaksana: Kemenhub, Kemen 
PU, Kemen PKP, dan Badan Pangan 
Nasional.
Indikasi Lokasi: Nasional
Sumber Dana: APBN, Swasta, BUMN

• Penguatan Integrasi dan Digitalisasi 
Layanan Logistik
Instansi Pelaksana: Kemen Keuangan, 
Kemen Perdagangan, Kemen Kelautan dan 
Perikanan.
Indikasi Lokasi: Nasional
Sumber Dana: APBN

• Peningkatan Daya Saing Sumber Daya 
Manusia dan Penyedia Jasa Logistik
Instansi Pelaksana: Kemenko Ekon, 
Kemen Perhubungan, Kemen Komunikasi 
dan Digital, Kemen BUMN.
Indikasi Lokasi: Nasional
Sumber Dana: APBN

Biaya Transportasi Logistik 
terhadap PDB (%)

7,56
(2029)

8,27
(2025)

Biaya Logistik (% PDB) 12,5**
(2029)

13,5
(2025)

Target: 

Keterangan: ** Kesepakatan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Bidang Perekonomian

Tantangan & Peluang Sasaran Utama Highlight Intervensi

Konektivitas Backbone dan Logistik 
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Integrasi Ekonomi Domestik dan GlobalTantangan:

• Keterbatasan infrastruktur dan akses 
pembiayaan menghambat investasi dan 
pertumbuhan ekonomi 

• Tarif maupun NTM serta kebijakan green 
trade dapat menghambat ekspor Indonesia 
serta daya saing industri dalam negeri

• Selama 20 tahun terakhir, kinerja ekspor 
barang Indonesia stagnan

Peluang:

• Indonesia memiliki 81 proyek investasi 
berkelanjutan dengan total nilai ~US$15.9 bn, 
meliputi enam sektor prioritas dan berlokasi di 
seluruh Indonesia

• Potensi ekspor yang belum terealisasi: 

1. US$ 11 Miliar untuk Produk Palm Oil (HS 
151190)

2. US$ 6.4 Miliar untuk Produk Ferro-
Nickel (HS 720260)

3. US$ 3.9 Miliar untuk Produk Motor 
Vehicles (HS 8703xx)

• Papua penghasil Tembaga terbesar, ekspor 
tembaga Papua tahun 2021 mencapai US$ 4,3 
Miliar

• NTB penghasil Mutiara terbesar, Ekspor 
mutiara NTB tahun 2021 mencapai US$ 8,7 Juta

• Peningkatan Investasi Swasta Prioritas sebagai 
Pendorong Transformasi Ekonomi
Instansi Pelaksana: Kemenko Ekon, Kemen 
Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kemen Perindustrian, 
Kemenkeu, Kemen Koperasi, Kemen UMKM, BRIN, 
Kemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 
Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Indikasi Lokasi: Pusat
Sumber Dana: APBN, Swasta

• Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai 
Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global
Instansi Pelaksana: Kemen Perdagangan, Badan 
Pangan Nasional.
Indikasi Lokasi: Seluruh Provinsi
Sumber Dana: APBN, Swasta, BUMN

• Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, 
Perikanan, dan Industri Berbasis SDA
Instansi Pelaksana: Kemen Perdagangan, Kemen 
Perindustrian, Kemen Kelautan dan Perikanan.
Indikasi Lokasi: Pusat
Sumber Dana: APBN, Swasta, BUMN

• Peningkatan Ekspor Produk Industri 
Berteknologi Menengah Tinggi
Instansi Pelaksana: Kemenko Ekon, Kemen 
Perdagangan, Kemen Perindustrian.
Indikasi Lokasi: Pusat
Sumber Dana: APBN, Swasta, BUMN

Target: 

Ekspor Barang dan Jasa (% 
PDB)

25,1-
28,0*
(2029)

21,0-
21,6
(2025)

Nilai PMA dan PMDN 
(Rp.Trilliun)

2.741,25 - 
3.543,64

(2029)

1.868,23 - 
1.905,60

(2025)

Pembentukan Modal 
Tetap Bruto  (% PDB)

30,6-
31,6*
(2029)

30,1-
30,2
(2025)

Kontribusi ekspor barang 
Indonesia terhadap total 
ekspor barang dunia (%)

1,43
(2029)

1,2
(2025)

Pangsa pasar nilai ekspor 
Indonesia yang bergabung 
dalam rantai nilai global (%)

1,20
(2029)

0,99
(2025)

Keterangan: *  akan diupdate kembali sesuai putaran FPP 

Tantangan & Peluang Sasaran Utama Highlight Intervensi

EEkkoonnoommii  DDoommeessttiikk  ddaann  GGlloobbaall  Ekonomi Domestik dan Global
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Hilirisasi Nikel 
Berbasis Industri: Industri Stainless Steel, Industri 
Katoda, Industri Batterry Cell/Pack
Berbasis lokasi: KI IWIP, KI Pulau Obi, KI Buli, KI IMIP, KI 
Stardust, KI Huabao, KI Pomalaa, KI Konawe, KIT Batang*

Hilirisasi Tembaga 
Berbasis lokasi: KI/KEK JIIPE, KI Sumbawa Barat*

Hilirisasi Bauksit
Berbasis lokasi: KI/KEK Galang Batang, KI Ketapang, KI 
KIPI*

Hilirisasi Sawit
Berbasis Industri: : Produktivitas Kebun dan Pabrik 
Kelapa Sawit (PKS), Industri Biofuel, Industri Oleokimia 
(Industri Suplemen Kapsul Vitamin A dan E alami 
berbasis minyak sawit), Dekarbonisasi dan sirkular 
ekonomi di industri sawit
Berbasis lokasi: KI/KEK Sei Mangkei, KI Wilmar*

Hilirisasi Rumput Laut 

Industri Kendaraan Bermotor Listrik 
Berbasis Baterai (KBLBB)

Industri Kimia 
Berbasis Industri: Pembangunan mega proyek industri 
kimia dasar, Revitalisasi industri pupuk, Gasifikasi 
batubara, Dekarbonisasi industri kimia
Berbasis lokasi: KI KIEC, KI Seafer, KI/KEK JIIPE, KI 
Sentra Lamongan, KI KIPI, KEK Arun, KI Fakfak*

Industri Farmasi dan Kosmetik 
Berbasis Industri: Industri Bahan Baku Obat dan 
Kosmetik, Industri Obat Tradisional (Jamu), Branding 
Produk Kosmetik dan Farmasi Halal

RRaannccaannggaann  PPrrooyyeekk  SSttrraatteeggiiss

Keterangan: *) Pembangunan KI/KEK sebagai PSN termasuk penyiapan infrastruktur luar kawasan dan simpul konektivitas

Rancangan Proyek Strategis 

61
Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



RUU tentang Perubahan atas 
UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

RUU tentang Perubahan atas 
UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Regulasi

KKeebbuuttuuhhaann  KKeerraannggkkaa  KKeelleemmbbaaggaaaann  ddaann                                                                                    
KKeerraannggkkaa  RReegguullaassii  ddaallaamm  RRPPJJMMNN  22002255--22002299

Kebutuhan Kerangka Kelembagaan dan                                          
Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2025-2029

62
Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Membangun dari Desa dan 
dari Bawah untuk 
Pertumbuhan Ekonomi, 
Pemerataan Ekonomi, dan 
Pemberantasan Kemiskinan

PPRRIIOORRIITTAASS  
NNAASSIIOONNAALL 66

63
Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



KKeemmiisskkiinnaann

Tantangan & Peluang Sasaran Utama Highlight Intervensi

Tantangan:

• Pengelolaan dan integrasi data belum 
optimal

• Belum optimalnya koordinasi dan 
pembagian kewenangan antar K/L dan 
pemerintah daerah 

• Program perlindungan sosial yang belum 
komprehensif 

• Program pemberdayaan yang belum 
terintegrasi

• Cakupan dan kualitas layanan 
infrastruktur dasar masih perlu 
ditingkatkan 

• Perlunya peningkatan kemandirian 
masyarakat

Peluang:

• Mengoptimalkan blended financing

Target

Tingkat kemiskinan
4,5 – 
5,0
(2029)

7,0 – 
8,0
(2025)

Persentase penyandang 
disabilitas yang bekerja di 
sektor formal 

Cakupan kepesertaan 
Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan 

Proprosi penduduk kelas 
menengah

Keterangan: *) sedang dalam perhitungan

Mempercepat pengurangan kemiskinan dan 
peningkatan pendapatan 

-*
(2029)

-*
(2025)

-*
(2029)

-*
(2025)

43,92
(2029)

32,15
(2025)

• Integrasi Data Sosial Ekonomi Penduduk

Instansi Pelaksana: Kementerian PPN/Bappenas, 
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, 
Kementerian Komunikasi dan Digital, BSSN, 
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, dan 
Pemerintah Daerah

Indikasi Lokasi: Pusat

Sumber Dana: APBN

• Kartu Usaha

Instansi Pelaksana: Kementerian Koperasi, 
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 
Kemenko Perekonomian, Kementerian 
Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian 
Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, 
Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian 
Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, 
Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, 
Kementerian PPPA, Kementerian Perdagangan, 
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BSN, dan 
BPOM

Indikasi Lokasi: Seluruh provinsi di Indonesia

Sumber Dana: APBN

Kemiskinan
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Sasaran dan Indikator

Indikasi Highlight Intervemsi

Instansi Pelaksana

Indikasi Lokasi Prioritas

Indikasi Alokasi dan 
Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan berasal dari beragam 
skema terutama belanja K/L dan APBD 
1. K/L: Rp 785 Triliun
2. Non K/L (Subsidi dan DAK): 

• Subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg 
Rp566,35 triliun. 

• Subsidi listrik sebesar Rp379,15 triliun

Seluruh Indonesia
• Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat;
• Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN;
• Penerima Program Indonesia Pintar;
• KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako.

Meningkatnya cakupan penyaluran  bantuan sosial  yang 
adaptif terhadap berbagai kondisi

1. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang menerima 
bantuan sosial*

2. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial 
kebencanaan*

• Kemen Dalam Negeri
• Kemen Pendidikan 

Dasar dan Menengah
• Kemen Pendidikan 

Tinggi, Sains, dan 
Teknologi

• Kemen Pertanian
• Kemen Kesehatan

• Kemen Agama
• Kemen Sosial
• Kemen Lingkungan 

Hidup
• Kemen Kehutanan
• Kemen Desa dan 

Pembangunan Daerah 
Tertinggal 

• Kemen Transmigrasi

• Kemen PPPA
• Kemen ESDM
• Badan Pangan 

Nasional
• BNPB

Keterangan: *) target 2029 sedang dalam perhitungan

KKPP  BBaannttuuaann  SSoossiiaall  yyaanngg  AAddaappttiiff  mmeellaalluuii  KKaarrttuu  
KKeesseejjaahhtteerraaaann

Kegiatan Prioritas Bantuan Sosial yang 
Adaptif melalui Kartu Kesejahteraan
Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Melanjutkan dan menambahkan program 
kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
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Sasaran dan Indikator

Indikasi Highlight Intervemsi

Instansi Pelaksana

Indikasi Lokasi Prioritas

Indikasi Alokasi dan 
Sumber Pendanaan

Meningkatnya kesejahteraan penerima Kartu Usaha Afirmatif

• Proporsi  penduduk miskin rentan berusaha atau bekerja 
sebanyak 1.800.000 pelaku usaha miskin/rentan setiap tahunnya*

• Peningkatan motivasi bekerja dan berwirausaha;
• Akses penguatan kapasitas kerja;
• Akses penguatan kewirausahaan afirmatif;
• Akses asset produktif;
• Graduasi Bantuan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif.

Institusi Pengampu
• Kementerian Koperasi 

• Kementerian UMKM
Institusi Kontributor
• Kemen Keuangan
• Kemen ATR/BPN
• Kemen Lingkungan Hidup
• Kemen Kehutanan
• Kemen Kelautan dan 

Perikanan 

• Kemen Dalam Negeri
• Kemen Sosial

• Kemen 
Ketenagakerjaan

• Kemen Desa dan 
Pembangunan 
Daerah Tertinggal 

• Kemen 
Transmigrasi

• Kemen ESDM
• Kemen Pariwisata
• Kemen Ekonomi 

Kreatif

Seluruh Provinsi

Belanja K/L: Rp 72,45 T

• Kemen PPPA
• Kemen 

Perindustrian
• Kemen 

BUMN

Keterangan: *) target masih bersifat indikatif hingga penetapan RPJMN. 

KKaarrttuu  UUssaahhaa  AAffiirrmmaattiiff  
Kegiatan Prioritas Kartu Usaha Afirmatif
Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Melanjutkan dan menambahkan program 
kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
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Sasaran dan Indikator

Indikasi Highlight Intervemsi

Instansi Pelaksana

Indikasi Lokasi Prioritas

Indikasi Alokasi dan 
Sumber Pendanaan

Meningkatnya daya saing usaha penerima kartu usaha produktif

• Proporsi pelaku usaha dengan usaha berbadan hukum atau 
memiliki catatan pembukuan lengkap*

• Pengembangan sistem informasi kartu usaha;
• Pelaksanaan manajemen dan tata kelola kartu usaha;
• Fasilitas untuk berwirausaha dan peningkatan kompetensi 

bagi pelaku usaha atau tenaga kerja;
• Peningkatan kapasitas usaha dan daya saing bagi Pelaku 

usaha.

Seluruh provinsi.

Belanja K/L: Rp 8,515 T
DAK : Rp 1,75 T

Keterangan: *) target 2029 sedang dalam perhitungan

Institusi Pengampu
• Kementerian Koperasi 

• Kementerian UMKM
Institusi Kontributor
• Kemenko Perekonomian 

KKaarrttuu  UUssaahhaa  PPrroodduukkttiiff
Kegiatan Prioritas Kartu Usaha Produktif
Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Melanjutkan dan menambahkan program 
kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
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Tantangan:

• Intervensi eksisting belum menjangkau 
seluruh segmentasi masyarakat terutama 
pekerja informal 

• Keterbatasan kewenangan Pemerintah 
Daerah dalam penyediaan perumahan MBR 
berdasarkan Undang-Undang No.  23 Tahun 
2014

• Belum optimalnya pengelolaan hunian 
terbangun dan berdampak pada menurunnya 
kualitas bangunan

• Belum optimalnya integrasi antara intervensi 
penyediaan perumahan dengan infrastruktur 
dasar permukiman dan akses transportasi 
publik yang berpotensi pada tumbuhnya 
permukiman kumuh baru

• Penanganan Permukimah Kumuh 
Terpadu

Instansi Pelaksana: Kementerian 
PPN/Bappenas, Kemen Pekerjaan Umum, 
Kemen Perumahan dan Kawasan 
Permukiman, Kemen ATR/BPN, Pemda, 
Swasta (CSR), dan pihak lainnya (sesuai 
kebutuhan penanganan)

Indikasi Lokasi: kab/kota yang memiliki SK 
Kumuh serta data numerik dan spasial 
kumuh yang termutakhirkan (261 kab/kota), 
diprioritaskan pada permukiman kumuh di 
10 wilayah metropolitan, wilayah sungai 
kewenangan pusat, menempati tanah milik 
pemerintah, dan wilayah strategis.

Sumber Dana: APBN; DAK; dan APBD.

Tantangan & Peluang Sasaran Utama Highlight Intervensi

PPeerruummaahhaann  ddaann  PPeerrmmuukkiimmaann

Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan 
berkelanjutan

Rumah tangga dengan akses 
hunian layak, terjangkau, dan 
berkelanjutan (%)

74,00
(2029)

67,00
(2025)

Target

Perumahan dan Permukiman
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KKPP  FFaassiilliittaassii  PPeennyyeeddiiaaaann  PPeerruummaahhaann  TTeerriinntteeggrraassii  ddeennggaann  
PPSSUU

Sasaran dan Indikator

Indikasi Highlight Intervemsi

Instansi Pelaksana

Indikasi Lokasi Prioritas

Indikasi Alokasi dan 
Sumber Pendanaan

Meningkatnya penyediaan hunian baru atau peningkatan 
kualitas yang terintegrasi dengan PSU:

1. Jumlah unit rumah baru yang terbangun*
2. Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya*
3. Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU*

1. Pembangunan Baru
• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  (BSPS) 

Pembangunan Baru
• Rumah Khusus
2. Peningkatan Kualitas
• Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

(BSPS)Peningkatan Kualitas
• Rumah Sejahtera Terpadu
• Peremajaan Kawasan Permukiman
3. PSU Rumah Umum
• Bantuan PSU Bidang Perumahan 

Pembangunan Baru:
Rp 88,8 T [K/L]
Rp dalam perhitungan [APBD]

Peningkatan Kualitas:
Rp 39,6 T [K/L]
Rp dalam perhitung  [APBD]

Institusi Kontributor
• Kementerian Sosial
• Kemen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 

• Kemen Transmigrasi
• SMF
• TAPERA
• Pemerintah daerah penerima manfaat

Institusi Pengampu

• Kementerian Pekerjaaan Umum 

• Kementerian Perumahan Rakyat

Provinsi dengan kebutuhan pembangunan baru dan 
peningkatan kualitas tinggi menurut data Regsosek:
• Provinsi Pembangunan Baru Sedang-Sangat Tinggi di 

16 Provinsi: Jabar, Jateng, Jatim, DKI Jakarta,Sumut, 
Sumsel, Lampung, DKI Jambi, Banten, NTT, Sulsel, 
Aceh Sumbar, Riau, NTB, Kalsel;

• Provinsi Peningkatan Kualitas Sedang-Sangat Tinggi 
di 16 Provinsi: Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Sumsel, 
Lampung, DKI Jakarta, Banten, NTT, Sulsel, Aceh 
Sumbar, Riau, NTB, Kalbar, Kalsel.

Keterangan: *) target 2029 sedang dalam perhitungan

Kegiatan Prioritas Fasilitasi Penyediaan 
Perumahan Terintegrasi dengan PSU
Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, 
Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan
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KKPP  PPeennggeemmbbaannggaann  PPeerruummaahhaann  PPuubblliikk  VVeerrttiikkaall  yyaanngg  
TTeerrppaadduu

Sasaran dan Indikator

Indikasi Highlight Intervemsi

Instansi Pelaksana

Indikasi Lokasi Prioritas

Indikasi Alokasi dan 
Sumber Pendanaan

Meningkatnya perumahan publik vertikal yang 
disediakan secara terpadu:
• Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang 

terpadu (milik dan sewa)*
• Jumlah unit hunian vertikal yang dilayani 

bantuan PSU*

1. Hunian Vertikal Pemerintah
a. Rumah susun sewa (tower/block) ASN,MBR,Pekerja
b. Rumah susun PPKS
c. Revitalisasi Rusun
d. Public Service Obligation (PSO)

2. Hunian Vertikal Badan Usaha
a. Rumah Susun Milik 
b. Apartemen Milik
c. Kredit Konstruksi Developer

3. Hunian Vertikal Sewa
a. Housing Voucher 
b. Kredit Konstruksi Rental  Landlord Non-MBR

4. Skema Backyarding/Vertical Rental Expansion

• K/L: Rp 261,5 T
• BUMN: Dalam perhitungan
• Pemda (APBD): Dalam perhitungan
• Swasta: Dalam perhitungan

Kawasan Perkotaan:
• 10 Kawasan Metropolitan
• Perkotaan lainnya 

Institusi Pengampu

• Kementerian Pekerjaaan Umum 

• Kementerian Perumahan Rakyat
Institusi Kontributor

• Perumnas

• SMF 

• TAPERA

• Pemerintah daerah penerima manfaat

Keterangan: *) target 2029 sedang dalam perhitungan

Kegiatan Prioritas Pengembangan Perumahan 
Publik Vertikal yang Terpadu
Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, 
Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan
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KKPP  PPeerreemmaajjaaaann  ddaann  PPeennaannggaannaann
PPeerrmmuukkiimmaann  KKuummuuhh  yyaanngg  TTeerrppaadduu

Sasaran dan Indikator

Indikasi Highlight Intervemsi

Instansi Pelaksana

Indikasi Lokasi Prioritas

Indikasi Alokasi dan 
Sumber Pendanaan

Meningkatnya permukiman kumuh yang 
ditangani secara terpadu:
Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani 
secara terpadu (Ha)*

Institusi Pengampu

• Kementerian Pekerjaaan Umum 

• Kementerian Perumahan Rakyat
Institusi Kontributor

• Kementerian Keuangan

• Kementerian PPN/Bappenas

• Kementerian ATR/BPN

• Kementerian Dalam Negeri

• Pemerintah Daerah

1. Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Skala Kota
a. Peremajaan kawasan terpadu kota x
b. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kumuh
c. Konsolidasi Tanah/ Konsolidasi Tanah Vertikal
d. Penyediaan akses air minum
e. Penyediaan akses sanitasi
f. Penyediaan akses persampahan

2. Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Skala 
Kawasan
a. Pemugaran permukiman kumuh
b. Peremajaan permukiman kumuh 
c. Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh
d. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kumuh
e. Konsolidasi Tanah/ Konsolidasi Tanah Vertikal

• Rp 16,5 T [K/L]
• Rp 4,5 T [DAK]
• Dalam Perhitungan [APBD]

Lokasi kawasan kumuh berdasarkan SK Kumuh sejumlah 77 
ribu hektar dengan kriteria:
1. Prioritas Penanganan oleh Kementerian PUPR:
a. Permukiman kumuh di 10 wilayah metropolitan;
b. Permukiman kumuh berlokasi pada wilayah sungai 

kewenangan pusat;
c. Permukiman kumuh berlokasi pada tanah milik pemerintah 

(K/L/BUMN);
d. Permukiman kumuh pada wilayah strategis
2. Penanganan melalui DAK PPKT:
a. Kumuh kewenangan Provinsi;
b. Kumuh kewenangan Kab/Kota.

Keterangan: *) target 2029 sedang dalam perhitungan

Kegiatan Prioritas Peremajaan dan Penanganan 
Permukiman Kumuh yang Terpadu
Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, 
Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan
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• Angka kemiskinan perdesaan masih 
sebesar 12.22% di 2023 (BPS) 

• Akses ke air minum layak dan sanitasi layak 
di perdesaan hanya mencapai 84,93% dan 
76,98% (BPS, 2023) 

• Akses layanan kesehatan dasar peredesaan 
hanya 75,37% dan lama sekolah hanya 7,88 
tahun (BPS, 2023)

• Rasio elektrtfikasi di perdesaan sudah 
mencapai 99,85% (KESDM, 2024) namun 
belum mempertimbangkan kualitas 
infrastruktur kelistrikannya

• Nilai ekonomi sektor pertanian di perdesaan 
masih rendah dan diproyeksikan mengalami 
penurunan produksi hingga 25% akibat 
dampak perubahan iklim di 2045. 

• Jumlah tenaga kerja di sektor primer 
diproyeksikan akan terus menurun hingga 
kurang dari seperlima di 2045 (Sakernas, 
BPS). 

• Penguatan Ekonomi Lokal, Ketahanan Sosial, dan 
Pelestarian Lingkungan Perdesaan

Instansi Pelaksana: Kementerian Desa dan 
Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian 
Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, 
Kementerian Koperasi, Kemen UMKM, Kemen 
Lingkungan Hidup, Kemen Kehutanan, BMKG, dan 
BNPB

Indikasi Lokasi: Seluruh 75.625 desa di Indonesia; 
dengan lokasi prioritas: 5.780 desa di 10 Wilayah 
Metropolitan, 254 desa di 23 pengampu Kawasan 
Perdesaan Prioritas, 54 desa terdampak di IKN, dan 
desa-desa dengan potensi ekonomi lokal.

Sumber Dana: belanja K/L, APBD, Dana Alokasi 
Khusus, dan Dana Desa

• Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif 

Instansi Pelaksana: Kementerian Dalam Negeri, 
Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, 
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Kementerian Transmigrasi 

Indikasi Lokasi: Seluruh 75.625 desa di Indonesia

Sumber Dana: belanja K/L, APBD, dan Dana Desa

Persentase desa mandiri (%)

-*
(2029)

-*
(2025)

Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai 
pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 

Target

Keterangan: *) sedang dalam perhitungan 

Sasaran UtamaTantangan & Peluang Highlight Intervensi

PPeerrddeessaaaann
Perdesaan
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KP Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur 
Perdesaan

Sasaran dan Indikator

Indikasi Highlight Intervemsi

Instansi Pelaksana

Indikasi Lokasi Prioritas

Indikasi Alokasi dan Sumber 
Pendanaan

• Penyelenggaraan Air Minum yang Layak

• Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur 
Permukiman

• Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan

• Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi 
dan Gardu Distribusi

• OM Akses Internet& OM BTS 4G /Lastmile

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta 
perluasan cakupan infrastruktur perdesaan terutama (air minum, 
sanitas, Listrik, dan komunikasi)
• Akses air minum layak perdesaan*

• Akses ke sanitasi layak perdesaan*

• Presentase desa dengan layanan listrik lebih dari 12 jam*

• Presentase desa dengan akses internet yang stabil*

Sumber pendanaan infrastruktur perdesaan 
berasal dari beragam skema terutama Belanja 
K/L, APBD, Dana Alokasi Khusus, hingga Dana 

Desa.

Lokasi pilot pembangunan infrastruktur desa termasuk 
penyediaan/revitalisasi hunian diprioritaskan pada 
kabupaten dan kota dengan mempertimbangkan 
beberapa faktor:
1. Desa-desa dalam delineasi Ibu Kota Nusantara dan 

daerah mitra IKN;
2. Desa-desa pada 10 Wilayah Metropolitan;
3. 23 Kawasan perdesaan prioritas dengan tematik 

berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata yang 
terpilih;

4. 42 Kabupaten Daerah tertinggal dan Sangat 
Tertinggal;

5. 45 kawasan transmigrasi; dan
6. 204 kecamatan perbatasan prioritas.

• Kemen Pekerjaan Umum

• Kemen Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 
Kemen Lingkungan Hidup

• Kemen Kehutanan

• Kemen Komunikasi dan 

Digital

Institusi Pengampu: 

• Kemen Desa dan 

Pembangunan Daerah 
Tertinggal 

Institusi Kontributor
• Kemen Desa dan 

Pembangunan Daerah 

Tertinggal

• Kemen Transmigrasi 
• Kemen Dalam Negeri

• Kementerian ESDM

• Kementeraian Keuangan

• Pemerintah Provinsi/ 
Kabupaten/Kota

• Pemerintah Desa

• Kemen Transmigrasi

Keterangan: *) target 2029 sedang dalam perhitungan

Kegiatan Prioritas Pemenuhan Layanan Dasar 
dan Infrastruktur Perdesaan
Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, 
Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan
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Proporsi kontribusi PDRB wilayah 
metropolitan terhadap nasional 

Target

• Setiap 1% pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia 
hanya meningkatkan 1,4% PDB perkapita, angka yang 
tergolong rendah jika dibandingkan dengan China dan rata-
rata negara Asia Timur dan Pasifik (Bank Dunia, 2019).

• Wilayah Metropolitan di Indonesia menyumbang hampir 
44,13% terhadap PDB Indonesia (Bappenas, 2023).

• Proporsi PDRB 10 WM terhadap nasional menunjukan tren 
yang meningkat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, 
ditargetkan tahun 2045 proporsi PDRB 10 WM dapat 
mencapai 55,96% terhadap PDB Nasional (Bappenas, 
2023).

• Belum ada regulasi yang mengatur perkotaan serta kurang 
dinamisnya kelembagaan pengelolaan kawasan 
metropolitan 

• 75% kawasan perkotaan berada di daerah pesisir, rentan 
banjir dan kenaikan muka air laut (World Bank, 2021)

• Tahun 2020, 56,67% penduduk Indonesia tinggal di daerah 
perkotaan (BPS, 2021) dan diproyeksi tahun 2045 
mencapai 72,9% (Hasil SUPAS 2015, BPS, 2018). Hal ini  
menyebabkan permukiman tumbuh dan cenderung meluas 
dan tersebar secara acak serta keluar dari kontrol 
(fenomena urban sprawl) (Hidajat, et al, 2013). 

• Estimasi kerugian akibat kemacetan per tahun di tiap kota 
besar: Jakarta, Bandung, Surabaya, Bekasi, Medan dan 
Makassar sebesar 65 Trilyun Rupiah (Bank Dunia, 2019).

• Pembangunan dan penyediaan infrastruktur di kawasan 
metropolitan belum merata, memiliki kualitas yang terbatas, 
serta tidak terintegrasi secara kewilayahan.

Pembangunan Wilayah Metropolitan 

Instansi Pelaksana: Kemen PU, Kemen PR, Kemen ATR, 
Kemendagri, Kemen Perhubungan, Kemen LH, Kemen Kehutanan, 
Kemen ESDM, BNPB, Kemenaker, Kemen Pariwisata, Kemen 
Ekonomi Kreatif, Kemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemen 
Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kemen Kebudayaan, 
Kemenkes, Kemen KP, BRGM, Kemenko Perekonomian, Kemen 
Koperasi, Kemen UMKM, Kemen Komunikasi dan Digital, Kemen 
Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemen Transmigrasi, 
Kemen Perindustrian, BPS, BUMN, dan Pemda

Indikasi Lokasi: 
WM Medan (Kota Medan, Kab. Binjai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo); 
WM Palembang (Kota Palembang, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. 
Banyuasin, Kab. Ogan Ilir); WM Jakarta (Kota Jakarta Pusat, Kota 
Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta 
Utara, dan Kab. Kepulauan Seribu, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota 
Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur, Kota Tangerang, Kota 
Tangerang Selatan, Kab. Tangerang); WM Bandung (Kota Bandung, 
Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang); 
WM Semarang (Kota Semarang, Kota Salatiga, Kab. Semarang, 
Kab. Demak, Kab. Kendal, Kab. Grobogan); WM Surabaya (Kota 
Surabaya, Kota Mojokerto, Kab. Bangkalan, Kab. Sidoarjo, Kab. 
Lamongan, Kab. Mojokerto, Kab. Gresik); WM Denpasar (Kota 
Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan); WM 
Banjarmasin (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Tanah Laut, 
Kab. Barito Kuala, Kab. Banjar); WM Makassar (Kota Makassar, Kab. 
Takalar, Kab. Maros, Kab. Gowa); WM Manado (Kota Manado, Kota 
Tomohon, Kab. Bitung, Kab. Minahasa, Kab. Minasaha Utara).

Sumber Dana: belanja K/L, APBD, dan Dana Alokasi Khusus 

Perkotaan sebagai pusat 
pertumbuhan ekonomi 

Sasaran UtamaTantangan & Peluang Highlight Intervensi

44,35
(2025)

45,60
(2029)

PPeerrkkoottaaaannPerkotaan
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Pembentukan sekretariat untuk 
mengkoordinasikan pengelolaan data 
Registrasi Sosial Ekonomi

Rancangan Undang-Undang tentang 
Perlindungan Sosial

Rancangan Undang-Undang tentang 
Kelanjutusiaan Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan 

Kelembagaan

Regulasi

KKeebbuuttuuhhaann  KKeerraannggkkaa  KKeelleemmbbaaggaaaann  ddaann                                                                                    
KKeerraannggkkaa  RReegguullaassii  ddaallaamm  RRPPJJMMNN  22002255--22002299

Pembentukan Pengelola 
Proyek (PMO) untuk Kartu 
Usaha

Pembentukan Pengelola 
Manajemen Proyek (PMO) 
untuk Kartu Sejahtera

Penguatan fungsi perencanaan
dan evaluasi Bappenas

Penguatan koordinasi 
pelaksanaan Kemenko 
Pemberdayaan Masyarakat

Kebutuhan Kerangka Kelembagaan dan                                          
Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2025-2029
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Memperkuat Reformasi Politik, 
Hukum, dan Birokrasi, serta 
Memperkuat Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi, 
Narkoba, Judi, dan 
Penyelundupan

PPRRIIOORRIITTAASS  
NNAASSIIOONNAALL 77
Memperkuat Reformasi Politik, 
Hukum, dan Birokrasi, serta 
Memperkuat Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi, 
Narkoba, Judi, dan 
Penyelundupan

PPRRIIOORRIITTAASS  
NNAASSIIOONNAALL 77
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• Biaya politik tinggi

• Pendanaan partai politik belum memadai

• Tata kelola partai politik belum memadai

• Penyatuan pengaturan terkait pemilu dan 
pemilihan dalam satu buku yang 
diakibatkan oleh ketidakpastian hukum 
dalam kontestasi elektoral serta amanat MK 
yang final dan mengikat

Isu/Tantangan & Peluang Sasaran Utama

Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, 
adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya 

fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi 

Indeks 
Integritas 
Partai Politik

59-65
(2029)

Highlight Intervensi

• Penguatan pendanaan dan tata kelola 
partai politik

Instansi Pelaksana: Kementerian Dalam 
Negeri, Kementerian Keuangan, Pemerintah 
Daerah (Kesbangpol)

Indikasi Lokasi: Pusat dan 38 provinsi

Sumber Dana: APBN

• Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan 
Kepemiluan

Instansi Pelaksana: Kementerian Dalam 
Negeri, KPU, Bawaslu

Indikasi Lokasi: Pusat dan 38 provinsi

Sumber dana: APBN

52-57
(2025)

RReeffoorrmmaassii  PPoolliittiikk

Target:

Reformasi Politik
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• Kondisi hiper-regulasi, sepanjang tahun 
2019-2023 terdapat 5.267 Peraturan 
Menteri yang diterbitkan. 

• Belum optimalnya proses penanganan 
perkara

• Rendahnya kepatutan hukum masyarakat 
dan penyelenggara negara

Isu/Tantangan & Peluang Sasaran Utama

Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, 
adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya 

fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi 

Indeks 
Pembangunan 
Hukum

Highlight Intervensi

• Penguatan tata kelola regulasi

Instansi pelaksana: Kementerian Hukum

Indikasi lokasi: Pusat

Sumber dana: APBN

• Penguatan Budaya Hukum

Instansi pelaksana: Kementerian Hukum

Indikasi lokasi: Pusat

Sumber dana: APBN

Target:

0,73
(2029)

0,69
(2025)

Indeks Materi 
Hukum

0,55
(2029)

0,51
(2025)

RReeffoorrmmaassii  HHuukkuummReformasi Hukum
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• Disparitas kesejahteraan ASN;

• 34% dari total jumlah ASN berusia 50 
tahun ke atas (aging)

• Akses pelayanan publik belum memadai;

• Penerapan sistem merit belum optimal;

• Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan 
masih  terfragmentasi dan tidak efektif

• Meningkatnya rata-rata kasus WNI 
bermasalah di luar negeri sebesar 37,64% 
(2019-2023)

• Belum optimalnya hubungan pusat- daerah

• Kesenjangan kapasitas pemda dari segi 
kelembagaan dan sumber daya manusia

• Belum efektifnya fondasi keuangan daerah

Isu/Tantangan & Peluang Sasaran Utama

Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang 
adaptif dan melayani

Highlight Intervensi

• Reformulasi pembagian kewenangan antar tingkat 
pemerintahan berbasis tipologi wilayah
Instansi pelaksana: Kemendagri, Seluruh K/L pengampu urusan 
konkruen, K/L pendukung/koordinatif, Pemda, Akademisi, Swasta

Indikasi lokasi: Nasional
Sumber dana: APBN

• Memperbaiki kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep 
total reward
Instansi pelaksana: Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan
Indikasi lokasi: Nasional
Sumber dana: APBN dan APBD

• Penguatan tata kelola OSS RBA
Instansi pelaksana: Kementerian Investasi dan Hilirisasi; KKP;
Kementerian LH; Kementerian Kehutanan; Kementerian ESDM;
Kemen Perindus; Kemendag; Kemenhub; Kemenkes; BPOM;
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian 
Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian 
Kebudayaan; Kemenpar; Kemen Ekraf; Kemenkeu; Kementerian 
Komunikasi dan Digital; Kemenag; Kementerian Hukum; 
Kementerian HAM; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
Polri; Kemennaker; Kementerian PU; Kementerian Perumahan 
dan Kawasan Permukiman; Kementerian Pertanian
Indikasi lokasi: Nasional

Sumber dana: APBN
• Penguatan perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di 

luar negeri
Instansi pelaksana: Kementerian Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia/BP2MI

Target:

Indeks 
Pelayanan 
Publik

3,80
(2029)

3,68
(2025)

Indeks Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik

4,00
(2029)

3,12
(2025)

Indeks Pelayanan 
dan Pelindungan 
WNI di Luar 
Negeri

94
(2029)

93
(2025)

RReeffoorrmmaassii  BBiirrookkrraassiiReformasi Birokrasi
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Sasaran dan Indikator

Indikasi Highlight Intervemsi

Instansi Pelaksana

Indikasi Lokasi Prioritas

Indikasi Alokasi dan Sumber 
Pendanaan

APBN dan APBD

Nasional

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokasi

2. Kementerian Keuangan

Terwujudnya kesejahteraan ASN yang layak dan kompetitif

1. Aspek Kesejahteraan Indeks Sistem Merit 

Penerapan konsep total reward berbasis kinerja 
melalui implementasi kebijakan manajemen 
penghargaan dan pengakuan berbasis kinerja ASN 

*)

*)  Adanya pengalihan tugas penilai sistem merit dari KASN 
kepada BKN, sehingga target 2029 belum dapat diproyeksikan

Keterangan : Target masih bersifat indikatif hingga penetapan  RPJMN 2025-2029 

KP Memperbaiki Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total 
Reward

Sasaran dan Indikator

Indikasi Highlight Intervemsi

Instansi Pelaksana

Indikasi Lokasi Prioritas

Indikasi Alokasi dan Sumber 
Pendanaan

APBN dan APBD

Nasional

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokasi

2. Kementerian Keuangan

Terwujudnya kesejahteraan ASN yang layak dan kompetitif

1. Aspek Kesejahteraan Indeks Sistem Merit 

Penerapan konsep total reward berbasis kinerja 
melalui implementasi kebijakan manajemen 
penghargaan dan pengakuan berbasis kinerja ASN 

*)

*)  Adanya pengalihan tugas penilai sistem merit dari KASN 
kepada BKN, sehingga target 2029 belum dapat diproyeksikan

Keterangan : Target masih bersifat indikatif hingga penetapan  RPJMN 2025-2029 

KP Memperbaiki Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total 
Reward

Kegiatan Prioritas Memperbaiki Kesejahteraan ASN 
Melalui Penerapan Konsep Total Reward
Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Menaikkan gaji ASN (terutama guru, 
dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara
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• Meningkatnya tren kasus korupsi yang 
didominasi pada sektor PBJ (kenaikan 
mencapai 90% dari tahun 2002 ke tahun 
2023)

Isu/Tantangan & Peluang Sasaran Utama

Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, 
adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya 

fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi 

Indeks 
Persepsi 
Korupsi

Highlight Intervensi

• Sistem pencegahan korupsi di sektor 
peningkatan hajat hidup orang banyak 
dan perlindungan sumber daya 

publik*

*pertanian, perdesaan, perikanan, 
pendidikan, kesehatan, kehutanan, 
SDA, perburuhan

Instansi pelaksana: KPK; BPKP; 
Bappenas; Kementerian Pertanian; 
Kementerian Desa dan PDT; 
Kementerian Transmigrasi; Kementerian 
Pendidikan Dasar dan Menengah; 
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, 
dan Teknologi; Kementerian 
Kebudayaan; Kementerian Kesehatan; 
Kementerian Lingkungan Hidup; 
Kementerian Kehutanan; Kementerian 
ESDM; Kementerian Ketenagakerjaan; 
Kementerian Dalam Negeri; Kementerian 
BUMN; LKPP; PPATK; Pemda; Stranas 
PK; CSO

Indikasi lokasi: Nasional

Sumber dana: APBN dan Hibah/Donor

PPeenncceeggaahhaann  ddaann  PPeemmbbeerraannttaassaann  KKoorruuppssii

Target:

Indeks 
Integritas 
Nasional

43,7
(2029)

77,57
(2029)

74,52
(2025)

38
(2025)

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
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• Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba 
tahun 2023 sebesar 1,73% atau sekitar 
3,33 juta jiwa, angka relapse mencapai 
lebih dari 70%, ditambah dengan 
munculnya banyak NPS serta motif baru 
peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Isu/Tantangan & Peluang Sasaran Utama

Terwujudnya masyarakat yang bebas dari 
penyalahgunaan narkoba

Angka 
Prevalensi 
Penyalahguna 
Narkotika

Highlight Intervensi

• Memperkuat Deteksi dan Pencegahan 

Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba

Instansi pelaksana: Badan Narkotika 
Nasional

Indikasi lokasi: Pusat

Sumber dana: APBN

Target:

1,6
(2029)

1,7
(2025)

PPeenncceeggaahhaann  ddaann  PPeemmbbeerraannttaassaann  NNaarrkkoobbaa
Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
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• Pemain judi online di Indonesia sebanyak 
4.000.000 orang dengan 168 juta transaksi 
judi online

• Perputaran dana mencapai Rp 327 triliun 
sepanjang tahun 2023.

• Jumlah kejahatan TPPO di 2023 sebanyak 
982 perkara atau meningkat 837 perkara 
dari 2022.

Isu/Tantangan & Peluang Sasaran Utama

Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, 
dan lingkungan akibat tindakan judi dan 

penyelundupan

Highlight Intervensi

• Menutup semua akses ke situs perjudian 

online

• Memperkuat Deteksi dan Pencegahan 
Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

PPeenncceeggaahhaann  ddaann  PPeemmbbeerraannttaassaann  JJuuddii  ddaann  
PPeennyyeelluunndduuppaann

Target:

Clerance rate 
tindak pidana 
judi

40,00
(2029)

Clearance rate 
tindak pidana 
penyelundupan

10,00
(2029)

35
(2025)

7,00
(2025)

Pencegahan dan Pemberantasan Judi 
dan Penyelundupan
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• Rendahnya daya saing BUMN (Total 
Asset Turnover pada tahun 2022 
sebesar 0,28 kali; Jumlah BUMN yang 
masuk Peringkat Dunia seperti Global 
Fortune 500 dan Forbes 2000 baru 
berjumlah 6 BUMN pada tahun 2023)

• Belum efisiennya penugasan pemerintah 
kepada BUMN

• Rasio BUMN dengan kategori sehat 
masih perlu ditingkatkan (Rasio BUMN 
dengan Tingkat Kesehatan Kategori 
sehat 77,10% pada tahun 2023)

Isu/Tantangan & Peluang Sasaran Utama

Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik 
untuk meningkatkan kontribusi BUMN 

sebagai agen pembangunan 

Highlight Intervensi

• Peningkatan Daya Saing BUMN

Instansi Pelaksana: 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Indikasi Lokasi: Pusat

Sumber Dana: APBN

• Efisiensi peran Badan Usaha Milik 
Negara dalam Penugasan Pemerintah 

Instansi Pelaksana: 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Indikasi Lokasi: Pusat

Sumber Dana: APBN

PPrroodduukkttiivviittaass  BBUUMMNN

Target:

Return on Aset 
(ROA) BUMN (%)

3,9
(2029)

3,4
(2025)

Produktivitas BUMN
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• Rendahnya penerimaan negara di 
Indonesia saat ini disebabkan masih 
terdapatnya kesenjangan mencakup 
aspek administrasi (administration gap) 
maupun kebijakan (policy gap) yang 
memerlukan transformasi tata kelola 
kelembagaan sebagai enabler untuk 
optimalisasi penerimaan negara, yang 
selama lima tahun terakhir tercermin 
dari rasio penerimaan perpajakan 
yang stagnan pada tingkat 9-10 persen 
terhadap PDB.

Isu/Tantangan & Peluang Sasaran Utama

Tercapainya peningkatan pendapatan negara 
yang optimal sesuai potensi perekonomian 

dengan tetap menjaga iklim investasi 

Highlight Intervensi

• Ekstensifikasi dan Intensifikasi 
Penerimaan Perpajakan

Instansi Pelaksana: 
Kementerian Keuangan

Indikasi Lokasi: Pusat

Sumber Dana: Mengikuti arahan Presiden 
Terpilih 

• Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan 
Pajak

Instansi Pelaksana: 
Kementerian Keuangan

Indikasi Lokasi: Pusat

Sumber Dana: Mengikuti arahan Presiden 
Terpilih 

OOppttiimmaalliissaassii  PPeennddaappaattaann  NNeeggaarraa

Target:

Rasio Pendapatan 
Negara terhadap 
PDB (%)

13,70-18,02
(2029)

Rasio Penerimaan 
Perpajakan 
terhadap PDB (%)

11,49-15,01
(2029)

12,36
(2025)

10,24
(2025)

Optimalisasi Pendapatan Negara
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Sasaran dan Indikator

Indikasi Highlight Intervemsi

Instansi Pelaksana

Indikasi Lokasi Prioritas

Indikasi Alokasi dan Sumber 
Pendanaan

Mengikuti arahan Presiden

Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan 
Perpajakan berlaku untuk pelaksanaan 

APBN oleh Pemerintah Pusat

KP Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan 
dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan

Tercapainya peningkatan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak 
• Persentase capaian basis pajak terhadap target yang ditetapkan 

sebesar 85 persen (2025) menjadi 90 persen (2029)
• Persentase capaian tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap target 

yang ditetapkan 85 persen (2025) menjadi 90 persen (2029) 
• Tingkat efektifitas pemberian insentif perpajakan terhadap 

perekonomian 

Proyek Prioritas:
• Implementasi Penyempurnaan Sistem Informasi 

Inti Perpajakan (core tax)
• Tata Kelola Ekstensifikasi dan Intensifikasi sin tax
• Pembenahan Kelembagaan Perpajakan 

*)

*)  Masih dalam proses penghitungan 

Keterangan : Target masih bersifat indikatif hingga penetapan  RPJMN 2025-2029 

KP Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan

Kegiatan Prioritas Ekstensifikasi dan 
Intensifikasi Penerimaan Perpajakan
Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Mendirikan Badan Penerimaan Negara 
dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
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KP Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sasaran dan Indikator

Indikasi Highlight Intervemsi

Instansi Pelaksana

Indikasi Lokasi Prioritas

Indikasi Alokasi dan Sumber 
Pendanaan

Mengikuti arahan Presiden

KP Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan 
Pajak berlaku untuk pelaksanaan APBN 

oleh Pemerintah Pusat

KP Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan 
Pajak dilaksanakan oleh Kementerian 

Keuangan

Terciptanya dukungan PNBP yang optimal
• PNBP terhadap target yang ditetapkan (persen) sebesar 95 

persen (2025) dan 100 persen (2029)

Proyek Prioritas
• Tata Kelola Penerimaan SDA Migas
• Tata Kelola Penerimaan SDA Nonmigas yang 

Bernilai Tambah Tinggi
• Tata Kelola Penerimaan Non-SDA
• Tata Kelola Pengelolaan Aset 
•  Inovasi Layanan Berbasis IT untuk Meningkatkan 

Kepatuhan 

Keterangan : Target masih bersifat indikatif hingga penetapan  RPJMN 2025-2029 

Kegiatan Prioritas Intensifikasi Penerimaan 
Negara Bukan Pajak
Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Mendirikan Badan Penerimaan Negara 
dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
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● Fluktuasi inflasi dari sisi domestik 
banyak dipengaruhi oleh fluktuasi 
komponen Inflasi Harga Bergejolak 
yang secara historis tercermin dari 
realisasi tahun 2020-2023 secara 
berturut-turut yaitu 3,62%, 3,20%, 
5,61%, dan 6,37%. Kondisi tersebut 
disebabkan permasalahan struktural 
penyebab inflasi di Indonesia yang 
banyak terjadi di sisi hulu dan sifatnya 
multi-sektor (pasokan, teknologi 
manajemen pasca panen, infrastruktur 
perdagangan dan distribusi, serta dan 
kualitas data).

Isu/Tantangan & Peluang Sasaran Utama

Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil 
untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan 

Highlight Intervensi

• Pengendalian Komponen Inflasi Harga 
Bergejolak

Instansi Pelaksana: 
Badan Pangan Nasional

Indikasi Lokasi: Nasional

Sumber Dana: APBN

PPeennggeennddaalliiaann  IInnffllaassii

Target:

Tingkat 
Inflasi (%)

2,5 + 1,0
(2029)

2,5 + 1,0
(2025)

Pengendalian Inflasi
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Lembaga Tunggal pengelola regulasi

Revisi UU No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah

RUU tentang Badan 
Usaha

RUUtentang Perubahan Atas UU No. 
25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional

RUU tentang 
Pembentukan 
Peraturan Perundang-
undangan

RUU tentang 
Pembinaan Hukum 
Nasional

RUU tentang 
Jaminan Benda 
Bergerak

RUU tentang Perubahan atas UU No. 
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang

Kelembagaan

Regulasi

KKeebbuuttuuhhaann  KKeerraannggkkaa  KKeelleemmbbaaggaaaann  ddaann                                                                                    
KKeerraannggkkaa  RReegguullaassii  ddaallaamm  RRPPJJMMNN  22002255--22002299

Transformasi Kelembagaan Penerimaan Negara

Peraturan dan 
perundang-undangan 
untuk Transformasi dan 
Optimalisasi 
Penerimaan Negara

Kebutuhan Kerangka Kelembagaan dan                                          
Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2025-2029
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Memperkuat Penyelarasan 
Kehidupan yang Harmonis 
dengan Lingkungan Alam dan 
Budaya, serta Peningkatan 
Toleransi Antarumat Beragama 
untuk Mencapai Masyarakat 
yang Adil dan Makmur

PPRRIIOORRIITTAASS  
NNAASSIIOONNAALL 88
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1. Pembangunan sosial kemayarakatan perlu 
menjadi perhatian (IPMas 62,85)

2. Inklusifitas dalam kehidupan beragama 
dan berbudaya  
(IKUB 76,02)

3. Kebebasan beragama belum disertai 
dengan kemampuan literasi keagamaan yang 
inklusif, moderat, dan berorientasi 
kemaslahatan 
(32 Kasus Gangguan Tempat Ibadah dan 
Peribadatan)

4. Nilai agama belum optimal diejawantahkan 
menjadi kerja-kerja pembangunan yang 
membawa kebaikan bersama (Maslahah al-
Ammah, the Common Good, Bonum 
Commune)

Isu/Tantangan & Peluang Highlight Intervensi

1. Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas 
Layanan Bimbingan Keagamaan

Instansi Pelaksana: Kementerian Agama, 
Kementerian Kesehatan

Indikasi Lokasi: Seluruh Provinsi

Sumber Dana: APBN

2. Pengembangan Dana Sosial Keagamaan 
Produktif

Instansi Pelaksana: Kementerian Agama, 
Baznas, BWI, Kementerian Keuangan

Indikasi Lokasi: Seluruh Provinsi

Sumber Dana: APBN & Dana Filantropi 
Keagamaan

3. Transformasi Penyelenggaraan Haji dan 
Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, 
dan Nyaman 

Instansi Pelaksana: Kementerian Agama, 
BPKH, Kementerian Kesehatan

Indikasi Lokasi: Seluruh Provinsi

Sumber Dana: APBN

Sasaran Utama

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Indeks 
Kerukunan 
Umat Beragama 
(IKUB)

78,25
(2029)

76,77
(2025)

Indeks 
Pembangunan 
Masyarakat 
(IPMas)

68,13
(2029)

65,49
(2025)

Target:

KKeeaaggaammaaaann

Indeks 
Layanan 
Keagamaan

67,5
(2029)

57,5
(2025)

Keagamaan
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1. Kearifan lokal belum dipertimbangkan 
sebagai modal dasar pembangunan dan 
penggerak transformasi Masyarakat 
(IPK 57,13)

2. Karakter dan jatidiri bangsa menghadapi 
ancaman budaya global

• 36% siswa mengalami perundungan

• Prevalensi penyalahgunaan narkoba: 
3,3 juta jiwa

3. Khazanah kearsipan nusantara belum 
optimal 

4. Masih rendahnya budaya literasi, 
kreativitas, dan inovasi 
(Nilai Budaya Literasi 60,49)

1. Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

Instansi Pelaksana: Kementerian 
Kebudayaan; Kementerian Pendidikan Dasar 
dan Menengah; Kementerian Pendidikan 
Tinggi, Sains dan Teknologi; Kementerian 
Agama, BPIP

Indikasi Lokasi: Seluruh Provinsi

Sumber Dana: APBN dan DAK

2. Pelindungan dan Pelestarian Warisan 
Budaya 

Instansi Pelaksana: Kementerian 
Kebudayaan, dan Perpustakaan Nasional RI

Indikasi Lokasi: Seluruh Provinsi

Sumber Dana: APBN

3. Pemanfaatan Khazanah Budaya dan 
Pengembangan Kawasan Pemajuan 
Kebudayaan

Instansi Pelaksana: Kementerian 
Kebudayaan

Indikasi Lokasi: Seluruh Provinsi

Sumber Dana: APBN

Isu/Tantangan & Peluang Highlight IntervensiSasaran Utama

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Indeks 
Pembangunan 
Masyarakat 
(IPMas)

68,13
(2029)

65,49
(2025)

Indeks 
Pembangunan 
Kebudayaan 
(IPK)

60,70
(2029)

58,39
(2025)

KKeebbuuddaayyaaaann

Nilai Dimensi 
Kohesi Sosial 
IPMas

60,52
(2029)

58,44
(2025)

Target:

Kebudayaan
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1. Potensi Kerugian Ekonomi akibat 
perubahan iklim terhadap PDB (0,419%)

2. Kenaikan muka air laut yang terus 
meningkat (0,8–1,2 cm/Tahun)

3. Pesisir rentan terpapar Perubahan Iklim 
(313 dari 514 Kab/Kota)

4. Perubahan curah hujan berdampak pada 
siklus air dan ekosistem 
(±2,5 mm/Hari)

5. Gelombang ekstrem terus meningkat 
(>1,5 M)

1. Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan 
Laut

Instansi Pelaksana: Kementerian Kelautan 
dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, 
Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian 
Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian 
Lingkungan Hidup

Indikasi Lokasi:

• Lokasi prioritas Kab/Kota Pesisir

• Lokasi prioritas Kab/Kota Laut

• Pantai kawasan 3T, Pantai utara Jawa

• Kawasan pesisir perkotaan, strategis 
ekonomi, dan berisiko abrasi tinggi

Sumber Dana: APBN

Isu/Tantangan & Peluang Highlight IntervensiSasaran Utama

Resiliensi terhadap Bencana dan 
Perubahan Iklim

PPeemmbbaanngguunnaann  BBeerrkkeettaahhaannaann  IIkklliimm

Penurunan Potensi 
Kerugian Ekonomi 
akibat perubahan 
iklim terhadap PDB 
pada empat sektor 
prioritas (kelautan & 
pesisir, air, pertanian 
dan kesehatan)

0,714%
(2029)

0,479%
(2025)

Proporsi Kerugian 
Ekonomi Langsung 
Akibat Bencana 
Relatif terhadap 
PDB

0,135
(2029)

0,137
(2025)

Target:

Pembangunan Berketahanan Iklim
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Isu/Tantangan & Peluang Highlight Intervensi

1. Indeks Risiko Bencana Indonesia masih 
tinggi (132,5)

2. Peningkatan Sesar/Patahan Aktif (295)

3. Indeks Ketahanan Daerah 
masih rendah (0,44)

4. Desa di daerah rawan bencana 
(53.000 dari 81.616 desa)

5. Angka kematian akibat bencana meningkat 
(0,1 per 100 Ribu Jiwa)

6. Infrastruktur dasar berada di Zona Rentan 
Bencana (75%)

7. Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat masih 
rendah (0,10)

8. Indeks pemulihan pascabencana masih 
rendah (6,02)

1. Peningkatan layanan peringatan dini dan 
penanganan kedaruratan bencana

Instansi Pelaksana: Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana, Badan 
Meteorologi Klimatologi Geofisika, 
Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam 
Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan 
Informasi Geospasial

Indikasi Lokasi: Seluruh Provinsi

Sumber Dana: APBN

2. Peningkatan Resiliensi Masyarakat
Terhadap Bencana

Instansi Pelaksana: Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana, Badan SAR 
Nasional, Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, Badan Meteorologi Klimatologi 
Geofisika

Indikasi Lokasi: Seluruh Provinsi

Sumber Dana: APBN

Usulan Proyek Prioritas (PSN)

PPeennggeelloollaaaann  RRiissiikkoo  BBeennccaannaa

Penurunan Nilai 
Indeks Risiko 
Bencana

1,2%
(2029)

1,2%
(2025)

Penguatan Layanan Sektoral Informasi 
dan Peringatan Dini Gempa Bumi dan 
Tsunami di Wilayah Potensi Terdampak 
Gempa Megathrust

Proporsi Kerugian 
Ekonomi Langsung 
Akibat Bencana 
Relatif terhadap PDB

0,135
(2029)

0,137
(2025)

Resiliensi terhadap Bencana dan 
Perubahan Iklim

Target:

Sasaran Utama

Pengelolaan Risiko Bencana
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Memperkuat lembaga pengelola keuangan haji agar dapat memberikan manfaat 
yang sebesar-besarnya bagi para calon jamaah haji

Revisi Undang-Undang No. 43 
Tahun 2007 tentang 
Perpustakaan

Revisi Undang-Undang No. 34 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Haji

Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 
dan Umrah

Kelembagaan

Regulasi

Revisi Undang-Undang No.41 Tahun 2004 
tentang Wakaf

KKeebbuuttuuhhaann  KKeerraannggkkaa  KKeelleemmbbaaggaaaann  ddaann                                                                                    
KKeerraannggkkaa  RReegguullaassii  ddaallaamm  RRPPJJMMNN  22002255--22002299

Kebutuhan Kerangka Kelembagaan dan                                          
Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2025-2029
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Arah Pembangunan 
Wilayah

03.



Isu Strategis Kewilayahan
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Isu dan Tantangan Pembangunan Perdesaan
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Isu dan Tantangan Pembangunan Perkotaan
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Isu dan Tantangan Pembangunan IKN
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Arah Pembangunan
Wilayah Sumatera
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​Isu dan Potensi Wilayah Sumatera​
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029

Arah Pembangunan Wilayah Sumatera
”Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan”

104



Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sumatera
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sumatera​ 
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sumatera​ 
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sumatera​ 
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sumatera​ 
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sumatera​ 
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sumatera​
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Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029

Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sumatera​ 
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Arah Pembangunan
Wilayah Jawa
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​Isu dan Potensi Wilayah Jawa
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Arah Pembangunan Wilayah Jawa
”Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Jawa​
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Jawa​ 
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Jawa​ 
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Jawa​
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Arah Pembangunan
Wilayah Bali-Nusra
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Arah Pembangunan Wilayah Bali-Nusra
”Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional”
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Bali-Nusra​ 
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Bali-Nusra​
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Bali-Nusra​

124
Catatan: target bersifat indikatif sampai dengan penetapan RPJMN 2025 - 2029



Highlight Arah Kebijakan Wilayah Bali-Nusra​
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Isu dan Potensi Wilayah Kalimantan
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Arah Pembangunan Wilayah Kalimantan
” Superhub Ekonomi Nusantara ”
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Kalimantan​ 
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Kalimantan​
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Kalimantan​ 
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Kalimantan
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Kalimantan​
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Isu dan Potensi Wilayah Sulawesi
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Arah Pembangunan Wilayah Sulawesi
”Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA”
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sulawesi​
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sulawesi
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sulawesi​
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sulawesi​
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Sulawesi​
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Isu dan Potensi Wilayah Maluku
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Arah Pembangunan Wilayah Maluku
“Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia”
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Maluku​
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Maluku​
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Maluku​
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Isu dan Potensi Wilayah Papua
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Arah Pembangunan Wilayah Papua
“Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif “
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Papua​
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Papua
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Papua​
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Highlight Arah Kebijakan Wilayah Papua
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Kerangka 
Pengendalian

04.



Pengendalian Pembangunan Nasional
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Pengendalian Program Presiden 
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Sistem Informasi Pengendalian
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Pengendalian melalui Manajemen Risiko 
Pembangunan Nasional
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Tata Kelola Data Pembangunan 
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Kementerian PPN/Bappenas
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 RAN
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AN
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AL RPJM
N

 2025 - 2029

RINGKASAN 
RANCANGAN 
AWAL RPJMN 
2025 - 2029

Seluruh informasi bersifat indikatif dan akan dimutakhirkan hingga penetapan Peraturan Presiden tentang RPJMN 2025 - 2029

https://link.bappenas.go.id/RanwalRPJMNTahun2025-2029

Barcode dan Link

Rancangan Awal RPJMN 2025 - 2029


